
 

 

 

WALI KOTA TEGAL 

PROVINSI JAWA TENGAH 
  

PERATURAN WALI KOTA TEGAL 

 
NOMOR  189TAHUN  2022 

 
TENTANG 

 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TEGAL 

TAHUN ANGGARAN 2023 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALI KOTA TEGAL, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2023; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan 

Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 

  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat; 

  3.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di 

Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  551); 

   4. Undang-Undang . . . 
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  4.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020  

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

  5.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  6.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757); 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

  8.  Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang 

Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-

Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo- 

Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes- 

Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 224); 

    
   9. Peraturan . . . 
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  9.  Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

  10.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota  Tegal  Tahun 2008 

Nomor 18); 

  11.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 

(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 12) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang  Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 

(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 59); 

  12.  Peraturan Daerah Kota Tegal 6 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal 2019-

2024 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 46) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Tegal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 

2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 64); 

  13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 

tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 

Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 

   14. Peraturan . . . 
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  14.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara  Republik  Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

  15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara  

Republik  Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

  16.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2023 (Berita Negara  Republik  Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 590); 

 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2023. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Tegal. 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal. 

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal 

yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 

perencanaan pembangunan  daerah Kota Tegal untuk periode 

5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi 

dan program Walikota yang ditindaklanjuti dengan Rencana 

Kerja Tahunan Daerah. 

5. Rencana . . . 
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5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 

RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah berupa 

dokumen perencanaan yang merupakan landasan dan 

pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 

pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun. 

6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang 

merupakan landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah 

dalam melaksanakan pembangunan untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

 

BAB II 

RKPD 

Pasal  2 

RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan 

Kota Tegal untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai 

pada 1 Januari 2023 dan berakhir pada 31 Desember 2023. 

 

Pasal  3 

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2)  

menjadi pedoman dalam: 

a. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2023; 

b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Tegal Tahun 

Anggaran 2023, dan 

c. pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas 

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

 

Pasal  4 

RKPD  Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

a. BAB I : PENDAHULUAN 

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 

d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 

DAERAH 

e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

  f. BAB . . . 
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f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DAERAH 

g. BAB VII : PENUTUP 

 

Pasal  5 

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini. 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal  6 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kota Tegal.  

 

Ditetapkan di Tegal  

pada tanggal  7 Juli 2022   

WALI KOTA TEGAL, 
 

ttd 

 
DEDY YON SUPRIYONO 

EDY YON SUPRIYONO 

Diundangkan di Tegal 

pada tanggal  7 Juli 2022 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL, 

 
ttd 

 

JOHARDI 

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 18 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

 
 

BUDIO PRADIBTO, S.H. 

Pembina 
NIP 19700705 199003 1 003 


